
 

 

 

 
 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka 

merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan 

kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak selain wajib mendapatkan 

pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral 

sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan 

negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights 

of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang–

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya 

mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, 

kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan 

menghargai partisipasi anak. 

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan 

hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap 

anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan 

anak. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan 
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tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai 

pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat 

penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu 

pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 

penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses 

hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diundangkan (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 

2012). 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang mengatur tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang 

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana.
1
 

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI menandatangani Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum 

Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikeluarkan. Poin penting PERMA 

tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi 

yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan 

pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini 

                                                           
1
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal1 Butir 3 
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memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam 

penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum 

acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana 

yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan 

Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, 

Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH 

mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak 

akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak 

akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai 

dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restorative. 

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara 

pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang 

tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional,   

perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan 

diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim 

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang 

bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara 

anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. 
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Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai 

keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan 

tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat 

prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan 

kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak 

diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman 

bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya 

rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Karena itu dibutuhkan 

suatu acara dan prosedur sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara 

yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, 

melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang 

semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga 

semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk 

mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat 

Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat”. Sehingga 

diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan 

yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh 

anak. 

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak 

berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, 

maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan 

Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya 

wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. 
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Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demi 

mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi 

anak. Dengan kata lain, diversi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan 

pemenuhan hak-hak anak (protection child and fullfilment child rights based 

approuch). 

Namun ada kesenjangan dalam proses penerapan diversi terhadap anak pelaku 

tindak pidana, contoh dalam tindak pidana perkosaan. Jika kita mengacu Pada 

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(selanjutnya disebut UU SPPA) maka anak yang dapat dikenakan diversi adalah 

dengan hukuman dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan Tindak Pidana. 

Ketentuan tentang perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut :  

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan 

perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” 

Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam menetapkan Diversi. Sehingga  

Masih banyak orang yang berpendapat bahwa Diversi tidak dapat dikenakan 

terhadap anak yang melakukan perkosaan dikarenakan ancaman Tindak Pidana 

tersebut adalah 12 tahun 

Salah satu contoh kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak adalah kasus yang 

terjadi di Balikpapan yang dilakukan oleh Atn (17) yang mengakui telah 

memperkosa Suci (14) pelajar kelas IX SMP, atas keterangan korban bahwa 

ketika itu Suci pulang dari sekolahnya dijemput oleh pelaku. Atn beralasan 

disuruh oleh pacar Suci untuk menjemputnya. Oleh karena itu, Suci menurut dan 
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mengikuti kemauan Atn. Sesampainya di rumah Atn, Suci tak menemukan 

kekasihnya disana. Tanpa banyak bicara, satu persatu pakaiannya dilucuti oleh 

Atn. Sebelumnya, mulutnya dibekap setelah itu ia digarap oleh Atn. 

Setelah puas menikmati tubuh Suci, si bejat itu mengabadikan moment tersebut 

dengan sebuah kamera. Tidak sampai di situ. Di saat bersamaan, juga ada teman 

Atn, yakni Bm yang kini masuk dalam daftar DPO pihak kepolisian ikut 

menggarap Suci. Saat itu Atn mengancam Suci untuk melayani nafsu biadap Bm. 

Merasa takut dan bingung ketika itu, Suci pasrah kembali disetubuhi oleh Bm. 

Namun, karena usia pelaku di bawah 18 tahun dan masih masuk dalam katagori 

anak, polisi menyediakan pendamping kuasa hukum dan memberlakukan diversi. 

Yakni penyelesaian hukum yang dilakukan secara kekeluargaan. Hasilnya Atn 

tidak dipenjara, langsung bebas. Pihak keluarga korban merasakan tidak adil. 

Terlebih lagi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku saat merenggut keperawanan 

Suci dengan paksa, dilakukan di bawah ancaman
2
.  

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam proposal dengan judul “Analisis Penerapan Diversi Terhadap 

Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan”. 

 

                                                           
2
http://www.balikpapanpos.co.id/berita/detail/143400-diversi-sangat-merugikan-pihak-

korban.html 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

1. Bagaimanakah penerapan diversi yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap 

pelaku anak yang melakukan Tindak Pidana Perkosaan ? 

2. Apakah faktor penghambat dalam penerapan diversi terhadap anak yang 

melakukan Tindak Pidana Perkosaan ? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penulisan ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi ruang 

lingkup penulisan ini pada ruang lingkup hukum pidana, dengan substansi 

perlindungan hukum bagi anak dalam penetapan diversi dalam sistem 

peradilan pidana yang studinya dilakukan pada wilayah Hukum Polda 

Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri 

Bandar Lampung. 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan diversi yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap 

Anak yang melakukan Tindak Pidana Perkosaan 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan diversi terhadap 

anak yang melakukan Tindak Pidana Perkosaan 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hasil penilitan ini diharapkan 

memberikan masukkan dalam perkembangan Hukum Pidana nantinya, 

khususnya yang mempelajari tentang upaya perlindungan hukum bagi anak 

melalui upaya diversi 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pada 

praktisi hukum terutama penyidik yang menangani kasus anak dan bagi pihak-

pihak yang memerlukan informasi lebih dalam tentang kasus seperti penelitian 

yang di bahas dalam skripsi ini. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
3
 

Negara maju adalah negara yang memberikan perhatian serius terhadap anak, 

sebagai wujud kepedulian akan generasi bangsa. Karena anak adalah penerus 

masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan 

agar dapat berkembang baik fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.  

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur 

bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber 

harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.
4
 

Konsep diversi merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam 

berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi 

nusa bangsa di kemudian hari.
5
 

Pengertian diversi dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi merupakan 

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian konsep 

diversi diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 

                                                           
3
 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1986. Hlm 124 

4
 Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, RefikaAditama, Bandung, 2006. Hlm 33 

5
Ibid 
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bermasyarakat. Kegiatan konsep diversi membawa akibat hukum, baik dalam 

kaitanya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.  

Penerapan diversi juga harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta di dukung 

pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak, Undang-

Undang RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protocol to The 

Convention on The Right Of The Child on The Sale of Children, Child 

Prostitusion and Child Pornography ( Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak 

Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak ),  

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana 

terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak 

menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Serta konsep divesi juga terlahir dari 

nilai-nilai yuridis, filosofis, serta nilai sosiologis. Nilai nilai Yuridis dari konsep 

diversi ini terdapat pada beberapa instrumen hukum HAM  internasional, Nilai 

Filosofis dari konsep diversi ini digambarkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, 

nilai-nilai sosiologis masyarakat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang 

mengacu pada beragam suku adat masyarakat indonesia. Pertimbangan dilakukan 

diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk 

melindungi dan merehabilitasi (protection and rehabilitation) anak pelaku tindak 

pidana.Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku 

anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang 

membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di 
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Amerika serikat sering disebut juga dengan istilah deinstitutionalisation dari 

sistem peradilan pidana formal. 

Penegakan Hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,  

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu : 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan 

yang mengatur adanya penegakan hukum, 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-puhak yang membentuk maupun 

yang menerapkan hukum, 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan, 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

 

2.Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang akan diteliti.
6
 

Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang 

dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang 

tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain untuk menghindari 

kesalah pahaman dalam melaukan penelitian. 

 

 

 

                                                           
6
 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1986. Hlm132 
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Istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Analisis 

Analsis merupakan kegiatan penelitian suatu peristiwa atau kejadian 

(karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya), dan analisis juga merupakan penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan; 

b. Penerapan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  pengertian penerapan 

adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat 

bahwa, penerapan adalah  suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, 

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang 

telah terencana dan tersusun sebelumnya.  

c. Diversi dan Restoratif justice 

Pengertian diversi dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan 

restorative justice adalah proses dimana semua pihak yang berhubungan 

dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah 
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dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan 

terjadi pada masa yang akan datang.
7
 

d. Anak 

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.
8
 

e. Perkosaan 

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah: 

“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa 

perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. 

  

                                                           
7
 http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/ diakses pada hari 

rabu tanggal 08 oktober 2014 
8
 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No.35 

Tahun 2014 
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E. Sistematika Penulisan 

Pembahasan terhadap keseluruhan isi skipsi ini secara berturut-turut terdiri atas 

lima bab, masing-masing mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya, 

sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian 

yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk memberikan 

pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. 

Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang diversi dan restoratif justice, 

tinjauan umum tindak pidana perkosaan , tinjauan umum tentang anak dalam 

Undang-undang anak. 

III. METODE PENELITIAN 

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta 

analisis data 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang 

bagaimanakah penerapan Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 
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tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak tentang anak yang melakukan Tindak 

Pidana Perkosaan dan apakah faktor penghambat dalam penerapan diversi 

terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Perkosaan. 

V. PENUTUP 

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan 

jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai 

alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi 

perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentang ilmu 

hukum khususnya hukum acara pidana 


